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ABSTRAK

Bahwa dalam rangka pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan guna
memperluas basis pajak, perlu dilakukan pengumpulan data berbasis objek
pajak yang dilakukan melalui sensus pajak nasional dan merupakan salah satu
program penggalian potensi perpajakan guna pengamanan penerimaan negara
dan pencapaian target penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011, maka perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Sensus Pajak Nasional.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.62, TLN No.4999), UU 7
Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50, TLN No.3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU 17 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No.127, TLN No.3985), UU 8
Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.51, TLN No.3264) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.150, TLN No.5069) , UU 12
Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No.68, TLN No.3312) sebagaimana telah diubah dengan UU
12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No.62, TLN No.3569), Keppres Rl 56/P Tahun 2010.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Sensus pajak nasional diselenggarakan melalui kegiatan pendataan objek pajak
dalam rangka pengumpulan data perpajakan. Sensus pajak nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu program
penggalian potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak,
pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan
negara. Penyelenggaraan sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, dilakukan dengan cara mendatangi subjek pajak di lokasi subjek pajak.
Dalam rangka penyelenggaraan sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, Menteri Keuangan membentuk tim sensus pajak nasional yang
terdiri dari tim pada tingkat pusat, tim pada tingkat kantor wilayah, dan tim
pada tingkat kantor pelayanan pajak. Data perpajakan yang diperoleh dari hasil
penyelenggaraan sensus pajak nasional, ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal

31 Desember 2012.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 September 2011.



